
 



KATA PENGANTAR 

 
 

Segala puji  dan  syukur  kami  panjatkan  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa 

atas  rahmat  yang  diberikan  sehingga  kami  dapat  menyelesaikan  Penyusunan  

Peta Proses Bisnis  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Banyuasin.  Hal  ini  

bertujuan  untuk   mengimplementasikan  salah  satu  area reformasi  Birokrasi  

yaitu  adanya  dokumen  Peta Proses Bisnis  Instansi  Pemerintah.  

Peta Prose Bisnis  disusun  berdasarkan  Peraturan  Menteri  

Pendayagunaan  Apartur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor 19  Tahun  

2018  tentang  Penyusunan  Peta Proses Bisnis,  merupakan  acuan  bagi  instansi  

pemerintah  khususnya  Sekretariat  Daerah  untuk  menggambarkan  hubungan   

kerja  yang  efektif  dan  efisien  antar  unit  organisasi  dalam  upaya  mencapai  

kinerja  sesuai  dengan  tujua n pendirian  organisasi  sehingga  menghasilkan  

keluaran  yang  bernilai  tambah  bagi  pemangku  kepentingan.  

Dokumen  Peta Proses Bisnis  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Banyuasin  

disusun  mengacu  pada  Rencana  Pembangunan  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  

Banyuasin  periode  2018  - 2023.   Kami  menyadari  masih  banyak  kekurangan   

yang  terdapat  pada  dokumen  Peta Proses Bisnis  Pemerintah  Daerah  

Kabupaten  Banyuasin,  untuk  segala saran,  kritikan  dan  masukan  yang  

bersifat  perbaikan  sangat  diharapkan.  

Semoga dokumen  ini  bermanfaat  untuk  menjadi  acuan  dalam  

penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur  kerja  yang  ideal.  
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KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN  

 NOMOR  261/ KPTS/VIII/2020   

TENTANG  

PENETAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  DI LINGKUNGAN  

 PEMERINTAH DAERAH  KABUPATEN BANYUASIN  

BUPATI  BANYUASIN,  

Menimbang  : a. bahwa  dalam rangka  penataan ketatalaksanaan sebagai  

salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk 
mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, 

tepat ukuran, dan tepat proses di Lingkungan Pemeri ntah 
Daerah Kabupaten Banyuasin;  

b.  bahwa dalam rangka  melaksanakan amanat Peraturan  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta 
Proses Bisnis Instansi Pemerintah,  perlu   Penyusunan Peta 

Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin;  

c. bahwa   berdasarkan   pertimbangan  s ebagaimana     dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.  

Mengingat  : 1.  Undang -Undang  Nomor 6 Tahun 2002 tentang     
Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4181);  

2.  Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038);  

3.  Undang -Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);   

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6402);  

 5. Peraturan . . .  

 
BUPATI BANYUASIN  

PROVINSI SUMATERA SELATAN  



5.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;   

6.  Peraturan Daerah  Nomor  1 Tahun 201 9 tentang  Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Banyu asin Tahun 2018 -2023  (Lembaran  Daerah Kabupaten 

Banyuasin Tahun 201 9 Nomor  1). 

7.   

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan  :  

KESATU  : Menetapkan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan  

Pemerintah Daerah  Kabupaten Banyuasin, sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini.  

KEDUA  : Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam 

diktum Kesatu Keputusan ini adalah ruang lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banyuasin dengan rincian sebagai berikut : 

a. program sasaran  dan tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis 

tingkat Pemerintah  Daerah Kabupaten Banyuasin mengacu  
RPJMD Kabupaten periode Tahun 2018 - 2023 ; 

b.  tahapan penyusunan dengan mendata Kebijakan Umum 
Program Pembangunan   Daerah  Kabupaten Banyuasin 2018 
- 2023;  

c. melaksanakan  Identifikasi Proses untuk mengelompokkan 
Sasaran,  jenis proses utama/pendukung/lainnya;  

d.  Tabel identifikasi  proses,   identifikasi peta sub proses dan 
Identifikasi peta lintas fungsi serta peta relasi.  

KETIGA  : Keputusan Bupati ini mulai ber laku pada tanggal ditetapkan.  

 

 

Tembusan Yth:  

1.  Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.  
2.  Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai . 
3.  Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian  

 dan Pengembangan Kab. Banyuasin di Pangkalan Balai.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A.     Latar Belakang  

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita -cita 

bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan Tujuan 

pembangunan pemerintahan yang baik menurut Undang -undang      

Nomor 23  Tahun 20 14 tentang pem erintahan daerah  adalah  bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan       

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta    

peningkatan  daya saing daerah dengan  memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam    

Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Berdasarkan Peraturan Ment eri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Ferormasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta 

Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi  instansi pemerintah        

untuk menggambarkan hubungan kerja  yang efektif dan efisien antar    

unit organisasi untuk  menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan 

pendirian  organisasi agar menghasilkan  keluaran yang bernilai tambah  

bagi pemangku kepentingan .  

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan  

pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan  

sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan    

yang  lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan 

Aparatur Sipil  Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan   

akuntabel dalam rangka  mewujudkan tata pemerintahan yang baik.  

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan  

sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai -nilai dalam  

pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan    

efisiensi  birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan  

oleh birokrasi  dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang 

berbelit -belit dan  tumpang -tindih antara satu unit organisasi           

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN  BUPATI   

NOMOR/ 261 /KPTS/V III/20 20  

TENTANG 

PENETAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES 

BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  



dengan unit organisasi yang lain  akan membuat organisasi menjadi 

lambat   untuk    bekerja.    Oleh    karena   itu,     setiap    unit    organisasi  

memerlukan peta proses bisnis yang mampu  menggambarkan proses 

bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai  visi, misi, dan 

tujuan organisasi.  

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang  

mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen    

atau  database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah     

keniscayaan untuk  melibatkan seluruh elemen organisasi dalam 

penyusunan peta proses bisnis  untuk memastikan akurasi dan 

kelengkapan dari proses bisnis yang  digambarkan sesuai  dengan     

rencana strategis organisasi.  

B.  Maksud , Tujuan  dan Manfaat  

 Maksud Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten   

Banyuasin  sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk   

mengetahui  peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan strategi 

Organisasi yang telah ditetapkan.  

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:  

a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien  

b.  mudah mengkomunikasikan baik  kepada pihak internal maupun 

eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai 

Visi, Misi, dan Tujuan  

c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan  

mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang  

dilakukan untuk mencapai visi , misi, dan tujuan. Aset        

pengetahuan ini  menjadi dasar pengambilan keputusan strategis 

terkait pengembangan  organisasi dan sumber daya manusia,        

serta penilaian kinerja.  

 Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:  

1.  mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam  pelaksanaan   

suatu  proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; 

dan  

2.  memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga  memudahkan 

dalam  mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan 

pekerjaan . 

 
 

 
 
 

 
 

2 



3 

 

C. Ruang Lingkup  

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh  Pemerintah daerah 

Kabupaten Banyuasin , meliputi  seluruh Sasaran (Proses),  Program (Sub 

Proses)  dan kegiatan  (Lintas fungsi)  yang sesuai dengan dokumen      

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera h,  rencana strategis  dan 

rencana kerja organisasi.  

 

D.  Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin  

Posisi Geografis 1 0  37õ32.12õõ sampai 30  09õ15.03õõLS dan 1040  02õ21.79õõ 

sampai 105 0  33õ38.5õõBT. 

Luas wilayah 11.832,69 Km² , dengan perbatasan sebagai berikut :  

Sebelah Utara  :  Kab. Tanjung Jabung Timur (Jambi) dan Selat Bangka  

Sebelah Timur  :  Kec. Pampangan Kec. Air Sugihan (OKI)  

Sebelah Selatan  :  Kec. Pemulutan (OI), Kec. Jejawi (OKI), Kota  

Palembang, Kec. Sungai Rotan, Kec.Gelumbang, Kec. 

Muara Belida (Muar a Enim)  

Sebelah Barat  : Kecamatan  Sungai Lilin,    Lais    dan Kec. Lalan  

(Musi Banyuasin).  

 

JUMLAH  KEC, KEL DAN DESA SEBAGAI BERIKUT :  

ü - KECAMATAN = 21  

ü - KELURAHAN = 17  

ü - DESA = 288 terdiri :  

ü Desa Eks Marga = 155  

ü Desa Eks Trans = 133  

Jumlah penduduk/kondisi jumlah penduduk  Maret  Tahun 2019 adalah  

811.844 jiwa.  
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BAB II  

VISI , MISI ,   TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN BANYUASIN  

A. Visi  

Visi   Bupati dan Wakil  Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 201 8-202 3  

adalah: " Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera ."  

Visi Jangka Panjang Tahun 2005 ð2025 sebagai berikut:  óTerwujudnya       

Banyuasin Yang Maju Dengan Masyarakat Yang Sejahtera Dalam Tatanan Bumi 

Sedulang Setudungó.  

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang  Kabupaten 

Banyuasin tersebut maka ditetapkan 5 (Lima.) Misi Pembangunan Daerah 2005 ð

2025, yaitu:   

1)  Mewujudkan Kapasitas Pemerintahan Yang Adil Jujur Bersih dan Berwibawa;  

2)  Mewujudkan Sumberdaya manusia yang berkualitas;  

3)  Mewujudkan Masyarakat Banyuasin yang Damai dan Demokratis;  

4)  Mewujudkan Prekonomian Daerah yang Maju dan Mandiri;  

5)  Memantapkan Sektor Pertanian yang berorientasi Agribiusnis.  

Kabupaten Banyuasin dalam menetapkan Visinya sejalan dan berkaitan dengan Visi 

Pembangunan Nasional   Adapun urutannya sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi Pembangunan Nasional 201 9-2023 

òTerwujudnya Indonesia  Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royongó ò menuju pada sebuah negara yang lebih 

produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi 

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan  Tahun               

2019 ð 2023 

òProvinsi Sumatera Selatan Maju Untuk Semuaó 

Visi Pembangunan Banyuasin Tahun 201 8-2023 

òBanyuasin Bangkit Adil dan Sejahteraó 
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B.  Misi , Tujuan dan Sasaran  

Misi   Kabupaten Banyuasin/Misi Bupati dan Wakil Bupati seperti yang tertuang  

dalam  RPJMD 2018 -2023, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang 

mendukung Misi 1 sampai 5 adalah:   

a. Misi 1 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin yang berdaya      

saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.  

Dengan tujuan meningkat kan Kualitas Sumber Daya Manusia. Sasaran   

sebagai berikut :  

1) Bangkit Pendidikan (meningkatnya kualitas Pendidikan). Dengan strategi  :  

- Meningkatkan Akses, Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana 

Infrastruktur Pendidikan (Bangunan Gedung Sekolah yang        

memadai dan Ketersediaan Fasilitas Laboratorium)  

- Memberikan Bantuan Beasiswa, Buku dan Alat Tulis.    

- Meningkatkan Kesejahteraan dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan.    

2) Bangkit Kesehatan (Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Kecukupan Gizi 

Masyarakat). Dengan strategi :  

- Pengobatan Gratis Berbasis E -KTP Bagi Masyarakat yang tidak   

Mampu.  

- Melengkapi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dan 

Peningkatan Gizi Masyarakat.  

- Rekrutmen Dokter dan Paramedis, Pemberian Insentif dan Jaminan 

Spesialis.  

b.  Misi  2 : Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan demokratisasi di 

Banyuasin.  

Mempunyai tujuan :  

1) Terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.  

Dengan sasaran òBangkit Ketentraman ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat (menurunn ya kriminalitas).ó   Dengan      

strategi  mengupayakan pengelolaan system informasi keamanan 

manajemen penegakan peraturan daerah.  
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2) Meningkatkan  peran serta masyarakat dalam berdemokrasi  

Dengan sasaran Bangkit demokrasi (meningkatnya kesadaran   

masyarakat dalam berdemokrasi. Strateginya meningkatkan   

pengetahuan masyarakat melalui Pendidikan berpolitik bagi     

masyarakat.  

c. Misi  3 :  Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Masyarakat Dengan   

Nilai -Nilai Kerukunan, Kebersamaan Serta Kreativitas Sehi ngga Mampu 

Berpretasi Gemilang.  

Tujuannya :  

Mewujudkan masyarakat berprestasi dan relegius. Sasaran (Bangkit     

prestasi dan keimanan masyarakat) meningkatnya masyarakat yang 

berprestasi dan religius. Strateginya meningkatkan kompetensi atlet dan 

pelaku seni yang rajin ibadah.  

d.  Misi  4 : Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya 

Ekonomi Menuju Banyuasin Yang Sejahtera  

Tujuan :  

1)  Meningkatnya kesejahteraan perekonomian. Dengan sasaran  :õ 

- Bangkit pertanian (meningkatnya kesejahteraan petani dan      

nelayan). Strateginya :Meningkatkan pengelolaan sumber daya 

unggulan secara maksimal.  

- Bangkit Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM terhadap        

PDRB dan Investasi (Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, 

industri Pengolahan dan Investasi). S trateginya mengupayakan 

pengelolaan produk unggulan secara terintegrasi dan        

meningkatkan kemudahan investasi.  

- Bangkit Tenaga Kerja Lokal (Meningkatnya Kesempatan Berusaha    

dan Kesempatan Kerja). Strateginya Meningkatkan Upaya -upaya 

kerjasama denga n dunia usaha dan industri baik dalam maupun      

luar negeri.  

- Bangkit Daya Saing Produk Daerah dan Pariwisata (Meningkatnya 

Inovasi Teknologi dan Destinasi Pariwisata). Dengan strateginya 

Meningkatkan Penerapan Inovasi daerah dan Pengembangan destinasi 

wis ata.  
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2) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan  

Sasaranya :  

- (Bangkit Infrastruktur) Meningkatnya infrastruktur yang baik,     

merata dan berwawasan lingkungan dan naiknya status desa). 

Strateginya Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan 

Infrastruktur layanan Dasar dan Pengembangan Kawasan Pedesaan.  

- Bangkit  Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Resiko Bencana). Strateginya 

Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.  

e. Misi   5 :   Meningkatkan Keterbukaa n dan Keadilan Untuk Semua  

Tujuannya : Meningkatkan kinerja pengelolaan  pemerintahan menuju     

Good Governance.  

Sasarannya :  

(Bangkit Reformasi Birokrasi) Meningkatnya Reformasi Birokrasi.  

Strateginya :  

1) Meningkatkan Pengelolaan Sistem Pelayanan Publik.  

2) Meningkatkan Kapasitas SDM dan Sistem tata kelola Kepegawaian.  

3) Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan, Perencanaan     

Pengendalian dan Pengawasan.  

4) Meningkatkan Pengelolaaan Kearsiapan.    

5) Meningkatkan Upaya -upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.  

 

f.  Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang 

profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat  dan aparatur    

optimal,  dan didukung oleh pemanfaatan teknologi  informasi  yang 

terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.   

g. Ada 5 Misi dan 7 tujuan  serta 12 sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin 2018 -2023 tersebut  di atas.  
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C. Program pembangunan Daerah  

Program kerja Bupati Banyuasin  yang perlu diterjemahkan dalam Sasaran dan 

program prioritas serta program -program kerja  pemerintah Daerah  Kabupaten 

Banyuasin  yang meliputi:  

¶ Ada 7 (tujuh) Program Prioritas :  

1.   Program Banyuasin Cerdas;  
2.  Program Banyuasin Sehat;  
3.  Program Banyuasin Religius;  
4.  Program Banyuasin Prima;  
5.  Program Infrastruktur Bagus;  
6.  Program Banyuasin Petani Bangkit;  

7.  Program Sistem Pemerintahan Terbuka;  

¶ Program kerja Pemerintah Daerah :  

1.  Program Peningkatan/progam Pendidikan anak usia dini.   
2.  Peningkatan/Progam     Wajib Be lajar pendidikan dasar Sembilan Tahun . 
3.  Peningkatan/Program Pendidikan menengah . 
4.  Peningkatan/Program mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan . 
5.  Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan . 
6.  Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaran a 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya . 
7.  Program Obat dan Perbekalan Kesehatan . 
8.  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan . 
9.  Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak 

Menular . 
10.  Program Upaya Kesehatan Masyarakat . 
11.  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat . 
12.  Program Perbaikan Gizi Masyarakat . 
13.  Program Pengembangan Lingkungan Sehat . 
14.  Program Peningkatan Kesehatan Maternal dan Kesehatan Reproduksi . 
15.  Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja . 
16.  Peningkatan Ketahanan Pangan . 
17.  Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat . 
18.  Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)       

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainn ya. 
19.  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .   
20.  Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial . 
21.  Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan . 
22.  Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal . 

23.  Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat . 
24.  Program Pemberdayaan Masyaraka t Untuk Menjaga Ketertiban dan 

Ketentraman Serta Perlindungan dan Masyarakat/Linmas . 
25.  Program Pendidikan Politik masyarakat . 
26.  Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan . 
27.  Program Pelayanan Sosial Kemasyarakatan . 
28.  Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan agama . 
29.  Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga . 
30.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga . 
31.  Program Pengembangan Nilai Budaya . 
32.  Pengelolaan keragaman budaya daerah . 
33.  Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana      

Pertanian . 
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34.  Program Peningkatan Pelak sanaan Penyelenggaraan Penyuluhan dan SDM 

Pertanian  

35.  Program Peningkatan Produksi Peternakan  

36.  Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura  

37.  Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan  

38.  Program Peningkatan Produksi Perkebunan  

39.  Program Pengembangan Budidaya Perikanan  

40.  Program pengembangan Perikanan Tangkap  

41.  Program Perencanaan Stastistik Perikanan  

42.  Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif  

43.  Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah  

44.  Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha 

Mikro Menengah  

45.  Program Pengembangan IKM  

46.  Program Sentra -Sentra Industri Potensial  

47.  Program Peningkatan Kemampuan Teknologi dalam Perindustrian  

48.  Program Peningkatan efisien si Perdagangan Dalam  Negeri  

49.  Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  

50.  Program Pendapatan dan Pemberdayaan (Pasar)  

51.  Program Pembinaan peda gang kaki lima dan asongan  

52.  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  

53.  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas i 

54.  Program Peningkatan Kuali tas & Produktivitas Perizinan  

55.  Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  

56.  Program Peningkatan Kesempatan Kerja  

57.  Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan  

58.  Program sistem inovasi Daerah  

59.  Program P enelitian dan Pengembangan  

60.  Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  

61.  Program Infrastruktur bagus : Program Pembangunan Jalan dan jembatan  

62.  Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  

63.  Program Pengembangan Perumahan  

64.  Program Pembangunan Salur an Drainase/Gorong -gorong  

65.  Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah  

66.  Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan  

67.  Program  Lingkungan Sehat Perumahan  

68.  Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan  

69.  Program Pembangunan Prasa rana& Fa silitas Perhubungan  

70.  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  

71.  Program Pembangunan Kawasan Pedesaan  

72.  Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa  
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73.  Program Peningkatan Infra struktur Teknologi Informasi Komunikasi  

74.  Program Pengembangan Wilay ah Transmigrasi  

75.  Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  

76.  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  

77.  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  

78.  Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam       

dan Lingkungan Hidup  

79.  Program Peningkatan Pengendalian Polusi  

80.  Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan  

81.  Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam  

82.  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian   

Kebijakan KDH  

83.  Program Peningkatan Profesi onalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan  

84.  Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 

pengawasan  

85.  Program Optimlisasi Peman faatan Teknologi Informasi  

86.  Program Pencegahan Korupsi  

87.  Program Pendidikan Kedinasan  

88.  Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  

89.  Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja  

90.  Program Perencanaan Pembangunan Daerah  

91.  Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan  

92.  rogram Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan  

93.  Program Optima lisasi Pengelolaan Anggaran Daerah  

94.  Program Optimalisasi Penatausahaan Belanja Daerah  

95.  Program Peningkatan Kualitas Informasi Keuangan Daerah  

96.  Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  

97.  Program Penataan Ketatalaksanaan  

98.  Program Peningkatan Kinerja Pelayanan  Pengadaan Barang dan Jasa  

99.  Program Implementasi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik  

100.  Program Pengembangan Elektronik Government Berbasis Teknologi     

Informasi Komunikasi  

101.  Program Kerjasama Komunikasi Publik  

102.  Program Pengelolaan Informasi Adminstrasi Pendudu k 

103.  Program Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan  

104.  Program Penyelamatan dan pelestraian Dokumen  

 

 

 

 

 



BAB  III  

  ORGANISASI  PERANGKAT DAERAH  

A. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah  
 

Berdasar Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2018  Organisasi Perangkat Daerah   
di lingkungan Kabupaten Banyuasin terdiri dari   29  Organisasi Perangkat Daerah 

Sekretariat, Dinas,  Inspektorat dan badan daerah yaitu :  

1.  Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.  
2.  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Banyuasin.  

3.  Inspektorat D aerah.  
4.  Pendidikan dan Kebudayaan.  
5.  Dinas Kesehatan.  

6.  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.  
7.  Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  Permukiman dan Pertanahan.  
8.  Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.  

9.  Dinas Sosial.  
10.  Dinas  pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak.  
11. Dinas Ketahanan Pangan.  
12. Dinas Lingkungan Hidup.  

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  
15. Dinas Perhubungan.  

16. Dinas Komunikasi dan Informatika.  
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.   
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.  
20. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.  

21. Dinas Perikanan.  

22. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.  

23. Dinas Perkebunan dan Peternakan.  

24. Dinas  Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.  

25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.  

26. Badan Kepegawaian dan Pengem bangan Sumber Saya Manusia.  

27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.  

28. Badan Pendapatan Daerah.  

29. Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah,   Kesatuan  Bangsa dan Politik.  

 

B.  Sistem Tugas  dan  Fungsi     

3.1   Tugas   dan Fungsi  

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah  Kabupaten Banyuasin dalam 

pembangunan di Kabupaten Banyuasin diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin 

Nomor 179  Tahun 201 9 tentang  Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas fungsi 

Sekretariat  Daerah Kabupaten Banyuasin merupakan unsur pelaksana       

pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah  yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas Sekretaris Daerah         

Kabupaten  Banyuasin   adalah    melaksanakan    tugas   membantu  Bupati   Dalam  
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penyusunan Kabijakan  dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan 

Tugas Perangkat daerah  serta pelayanan administratif.  

Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan Sekretaris Daerah  

Kabupaten Banyuasin  menyelenggarakan  fungsi:  

1.  Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;  

2.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;  

3.  Pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah;  

4.  Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi  

daerah;  

5.  Penetapan kebijakan di Lingkungan Sekretariat Daerah;  

6.  Pembinaan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah serta Pejabat Pimpinan 

Tinggi Pratama dan Administratur di Lingkungan Sekretariat Daerah;  

7.  Pelaksanaan fungsi  lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas  dan 

fungsinya  atau ketentuan peraturan perundang -undangan.  

        ò (Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 135 Tahun 2018) òdiantaranya 

menjelaskan :  

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana merupakan unsur staf . 

(2) Sekretariat Daerah  Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat       

(1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah  Kabupaten dan  bertanggung jawab 

kepada Bupati.  

 

C. Sumber Daya Manusia  

Tenaga Aparatur Sipil Negara/Pengawai Negeri Sipil menjadi Sumber Daya Manusia  

Pemerintah  Daerah Daerah Kabupaten Banyuasin keadaan Nopember                    

201 9 tercatat sebanyak  7.596 orang    tenaga   PNS Laki -laki =3.174 orang PNS                   

Perempuan =4.422 orang.  Rincian pergolongan sebagai berikut :  

Golongan IV  : 1.978 orang  

Golongan III  : 4.611 orang  

Golongan II  :    972 orang  

Golongan I  :     35 orang.  
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BAB IV  

PRINSIP  DAN TAHAP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS    

 

A. Prinsip penyusunan peta proses bisnis  

Prinsip penyusunan peta proses bisnis  adalah sebagai berikut  : 

1.  Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan,     

masukan, serta keluaran yang jelas.  

2.  Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas  yang 

berurutan sesuai waktu dan ruang.  

3.  Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelan ggan akhir menerima      

hasil dari proses lintas unit organisasi.  

4.  Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus  

memberikan nilai tambah pada penerima.  

5.  Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri,  melainkan harus  

terkait dalam su atu struktur organisasi.  

6.  Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama  beberapa 

fungsi dalam satu organisasi.  

7.  Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi     

tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.  

8.  Konsensus  subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi  yang 

ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.  

 

B.  Tahap Penyusunan Peta Proses Bisnis  

Penyusunan peta proses bisnis Setda  dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu:  

1.  Tahap Persiapan dan Perencanaan  

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan     

inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, 

misi,tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui 

aktivitasaktivitas  (proses kerja) yang ada dalam instansi pe merintah 

tersebut. Proses  kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke       

dalam kelompok ( folder ) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh 

aktivitas/proses kerja/kegiatan yang  dilakukan oleh instansi pemerintah 

ada 3 (tiga) prinsip yang perlu  diperhat ikan yaitu:  

a. Pengelompokkan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan  

unit organisasi.  
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b.  Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/  proses 

kerja  yang dilakukan di dalam instansi pemerintah.  

c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah  

diimplementasikan.  

2.  Tahap Pengembangan  

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis    

organisasi atau business process mapping . Untuk dapat membangun 

pemetaan  proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan 

pengetahuan dan  pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.  

Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta        

proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan   

(level 0,  level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu    

peta proses,  subproses, relasi, dan lintas fungsi.   

C.  Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Banyuasin   

 (terlampir).  
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